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éUU Pengadaan Barang Dan Jasa
Senayan Tunggu

Surat Presiden

ANGGOTA Komisi X1I DPR
Puteri Anetta mendukung upaya
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
(LK PP) menvegerakan perm-
bahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Pengadaan
Barang dan Jasa.

Kehadiran RUU ini sangat
dinanti untuk memastikan
belanja pengadaan di Pemerin-
tah memprioritaskan produk
dalam negeri.

TKlenapa disegerakan®?
Karena pavung hukum wvwang
ada seckarang hanyva sebatas
Peraturan Presiden (Perpres)
saja. Itu sebenarmyva sangat
disavangkan., karena belum
ada peraturan yang mengikat
di level undang-undang.” kata
Puteri di Gedung Parlemen.
Senayvan., Jakarta., kemarin.

Puteri bilang. RUU Penga-
daan Barang dan Jasa ini akan
memperkuat dan memberikan
kepastian hukum yang kom-
prehensif dalam pengadaan
barang. Belanja Pemerintah
diharapkan memprioritaskan
produk dalam negeri., digitali-
sasi pengadaan, sampai dengan
konsolidasi belanja.

Karena RUU ini adalah
usul Pemerintah., pihaknya
berharap. Surat Presiden (Sur-—
pres) bisa segera disampaikan
kepada DPR untuk ditem-
buskan ke Komisi X1 DPR.
““Klami harapkan RUU ini bisa
selesai sebelum akhir tahun
ini.”” katanwva.

Puteri juga mendukung
IL KPP vang sudah berupawa
keras mendorong belanja dari
produk dalam negeri. pada
sectiap pengadaan Pemerintah,

baik pusat, dacrah. hingga
kementerian/lembaga.

Buktinyva, LKPP telah mem-
bekukan lebih dari 27 ribu
produk di dalam katalog be-
lanja Pemerintah. sebagai ke-
bijakan affirmasi untuk produk
dalam ncgceri, anomali produk.,
sampai anomali harga.

“Ini upaya yvang sangat ba-
cus., senantiasa kita lakukan
supaya produk yang men-
curigakan dan rentang dise-
lewengkan senantiasa dalam
pengawasan LK PP, Dan tentu-—
nya., kita mendukung usulan
penambahan Rp 50 miliar
untuk anggaran LK PP Tahun
202477 ujarnya.

Sementara. Kepala LKPP
Hendrar Prihadi mengakui.
dalam beberapa aspek. pihak-
nya masih memiliki kelema-
han. Pihaknyva terus turumn
ke bawah dalam memantau
dan sosialisasi terkait aturan
pengadaan barang dan jasa. Se-
bab. di daerah belum maksimal
memaknai peraturan terkait
pengadaan barang dan jasa ini.

TKarena itu, dalam anggaran
tahun 2024, kita sudah ren-
canakan ada program untulk
pengadaan barang dan jasa Rp
55.25 miliar, dan program du-
kungan manajemen Rp 13821
miliar.,” ujarnya.

Pihaknyva tengah mengu-
pavakan agar RUU tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
sedapat mungkin sudah bisa
dibahas bersama Komisi XI
DPR di tahun ini. Dan ditar-
getkan., paling lambat Desem-
ber nanti sudah bisa disah-
kan sebagai produk undang-
undang. m KAL
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